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ABSTRACT 
The issues examined were the government investment in education and health and its impact to gross 

value added, import content and labor absorption in Indonesia. This research is motivated about the 

importance of government investment in education and health sectors in encouraging the development of 

human resources, given the low productivity of labor in Indonesia. Reports from the world economic forum 

shows Indonesia's competitiveness at international level is still relatively low at 38 on a scale of 50. The 

Indonesian government has increased investment in the education sector by at least 20 percent of the state 

budget in the health sector and is expected to reach 5 percent. The study aims to analyze the impact of 

government investment in education and health to gross value added, import content, and employment 

based on Input-Output analysis. 

The method used is quantitative analysis approach Leontief Input-Output. Input-Output Analysis 

focused on the analysis of the impact of government investment in education and health as a component of 

government spending in the structure of final demand on gross value added, import content and labor 

absorption. Sectors analyzed are as many as 34 sectors of the economy. 

The results showed: (1) The government investment in education and health sectors have an impact on 

the gross value added. The impact of investment in education and health sectors simultaneously on the 

gross value added was lower than the impact of investment in education sector partially, but was higher 

than the impact of investment in health sector partially; (2) The government investment in education and 

health sectors have an impact on the import content. The impact of investment in education and health 

sectors simultaneously on the import content was lower than the impact of investment in education sector 

partially, but was higher than the impact of investment in health sector partially; (3) The government 

investment in education and health sectors have an impact on the labor absorption. The impact of 

investment in education and health sectors simultaneously on the labor absorption was lower than the 

impact of investment in education sector partially, but was higher than the impact of investment in health 

sector partially; (4) The backward and forward linkage of government education services sector was lower 

than government health services sector. The backward linkage of government health services sector was 

strong, but the forward linkage was weak. Meanwhile, the backward and forward linkage of government 

education services sector was weak. 
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PENDAHULUAN 

Laporan Bank Dunia pada bulan Maret 2013 

menyebutkan bahwa peningkatan belanja publik di 

sektor pendidikan telah memperluas akses dan 

meningkatkan angka partisipasi sekolah selama 

satu dekade terakhir, terutama di kalangan siswa 

miskin. Meskipun demikian akses dengan level 

pendidikan menengah dan tinggi meskipun 

meningkat secara rata-rata, tetapi tetap rendah di 

kalangan siswa miskin. Angka putus sekolah dari 

anak keluarga kurang mampu 4x lebih besar 

daripada anak keluarga mampu. Demikian pula 

angka putus sekolah dari anak pedesaan 3x lebih 

besar daripada anak perkotaan (Sumber: Unicef, 

2015). Selain itu, angka putus sekolah masih tinggi 

(2,5 juta anak Indonesia putus sekolah: 6000 ribu 

anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP). 

Dilaporkan juga oleh Bank Dunia, skor Indonesia 

dalam sejumlah tes internasional menunjukkan 

kualitas pendidikan nasional masih sangat rendah 

(Sumber: Unicef, 2015).  

Proses memperoleh dan meningkatkan jumlah 

orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan 

pengalaman yang menentukan bagi pembangunan 

ekonomi dan politik suatu negara, dalam literatur 

ekonomi pembangunan dinamakan pembentukan 

modal manusia (Jhingan, M.L, 2013). UNDP 

(United Nation Development Programme) 

membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan 

manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan daya 

beli. Kegunaan operasional dari IPM yang nilainya 
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antara 0 sampai 100 adalah menunjukkan tingkat 

status pembangunan manusia di suatu negara atau 

suatu daerah yang akan berfungsi sebagai patokan 

dalam perencanaan perbaikan pendidikan, 

kesehatan, dan daya beli masyarakat.  

IPM Indonesia masih berada di dalam 

kelompok menengah bawah yakni IPM nya secara 

rata-rata dalam tahun 2010 berada di antara 50-66. 

IPM Indonesia Tahun 2014 adalah sebesar 68,4 

yang menempati peringkat ke-110 dari 187 negara, 

lebih rendah daripada Malaysia (62) dan Thailand 

(93) (Sumber: Laporan Indeks Pembangunan 

Manusia 2015 oleh UNDP, 2015). Oleh karena itu 

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran 

pendidikan 20% dari APBN. Selain itu menurut 

undang-undang kesehatan minimal 5% dari 

pengeluaran APBN juga harus dipenuhi, sehingga 

diharapkan akhir 2015 seluruh rakyat telah 

memiliki asuransi kesehatan.  

Pembangunan sumberdaya manusia bagi 

Indonesia menjadi penting karena berkaitan dengan 

produktivitas kerjanya masih rendah sehingga daya 

saing produk-produk Indonesia ditengah-tengah 

pergaulan internasional rendah juga. Berdasarkan 

analisis International Labour Organization (ILO) 

pada tahun 2009, produktivitas kerja sumberdaya 

manusia Indonesia berada di posisi 83 dari 124 

negara (Sumber: Pusat Humas Kemenakertrans, 

2013). Laporan dari forum ekonomi dunia 

menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada 

pada peringkat 38 dari skala 1 sampai 50. Apabila 

dibandingkan dengan sesama negara ASEAN 

Indonesia juga kalah dimana Thailand peringkat 

37, Malaysia peringkat 34, dan Singapura peringkat 

2. Jika pembangunan sumberdaya manusia 

(pendidikan dan kesehatan) dilakukan akan 

meningkatkan produktivitas, jika produktivitas 

meningkat dapat meningkatkan daya saing. Dalam 

proses pertumbuhan ekonomi sekarang makin 

disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal 

nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada 

pembentukan modal manusia, yakni proses 

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

teknologi  serta etika kerja, dari seluruh rakyat di 

suatu negara.  

Indonesia dihadapkan pada masalah tenaga 

kerja yang kurang terampil untuk bekerja di sektor 

industri, meskipun jumlahnya banyak. Belum 

memadainya kualitas SDM yang tersedia dengan 

kualitas SDM yang dibutuhkan berakibat pada 

rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor 

produktif. Penyerapan tenaga kerja sampai dengan 

September 2012 adalah sebesar 180.000 tenaga 

kerja kerja dari 1 persen pertumbuhan ekonomi. 

Padahal target penyerapan tahun 2012 adalah 

450.000 tenaga kerja dari 1 persen pertumbuhan 

ekonomi (Sumber: Komite Ekonomi Nasional 

(KEN), 2012).  

Sajid Ali; Imran Syarif Chaudhry; dan Fatima 

Farooq Zakariya (2012) dari Department of 

Economic Bahauddin University Multan Pakistan 

meneliti tentang Human Capital Formation and 

Economic Growth in Pakistan. Dengan 

menggunakan data sekunder untuk periode 1972-

2010 menghasilkan bahwa education enrolment 

index, gross fixed capital formation and koefisien 

Gini berdampak positif terhadap GDP di Pakistan. 

K. Renuka Ganegodage, Alicia N. Rambaldi dari 

School of Economic, The University of Queensland 

Australia (2011) menulis hasil penelitiannya 

mengenai: Dampak Investasi Pendidikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Srilangka, periode 1959-

2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hasil investasi pendidikan berdampak positif 

terhadap GDP.  

Dalam sektor kesehatan, fasilitas kesehatan di 

Indonesia belum merata, khususnya di wilayah 

daerah tertinggal. Keberadaan dokter umum masih 

jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2009 rasio 

dokter per 100.000 penduduk adalah 0,03; yang 

idealnya 40 dan sebagian besar yang bekerja di 

puskesmas adalah dokter PTT, sedangkan dokter 

gigi dan dokter spesialis belum ada. Jumlah bidan 

yang ada di Puskesmas, RS, dan Sarana Kesehatan 

sangat terbatas dengan tingkat pendidikan D3 

Kebidanan dan lulusan D1 Kebidanan. Sedangkan 

Jumlah tenaga perawat kesehatan baik di 

Puskesmas, RS, dan Sarana Kesehatan Lain 

sebanyak 85 orang yang terdiri dari D3 

keperawatan sejumlah 63 dan SPK sejumlah 22 

orang. Padahal, idealnya di setiap Puskesmas 

tersedia dokter dan di setiap kampung tersedia 

bidan (Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010 

dalam Lestari, 2013, Pelayanan Kesehatan di 

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan). 

Fasilitas kesehatan yang ada juga sulit diakses 

masyarakat marginal, khususnya fasilitas kesehatan 

yang disediakan sektor swasta. RSUD baru belum 

beroperasi optimal karena belum adanya dokter 

spesialis. Pembangunan rumah sakit juga tidak 

disertai pengadaan sumber daya manusia. Masalah 

desentralisasi juga merupakan salah satu faktor 

penanganan kesehatan tidak optimal (Sumber: 

Menteri Kesehatan RI, 2014). 

Perhatian terhadap pengeluaran untuk 

kesehatan sebagai suatu investasi telah diteliti oleh 

beberapa pakar di berbagai negara antara lain: 

Mark P. Connolly and Moarten J. Postuna masing-

masing dari University of Groningen, Nederland 

(2009). Mereka menulis dalam Journal of Medical 

Marketing Vol 10; 1,5-14 dengan judul: Health 

Care as an Investment: Implication for an Era of 



Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Juni 2016 

Copyright @ 2016, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur 

___________________________________________________________________________ 

115 

 

Ageing Population. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa hubungan antara kesehatan 

dan hasil ekonomi menunjukkan bagaimana jasa 

kesehatan mempengaruhi parameter-parameter 

ekonomi di luar jasa kesehatan. Ini berarti jika 

rakyat sehat banyak hal yang dapat dibuat untuk 

peningkatan nilai tambah.  

Di Indonesia, penelitian-penelitian yang 

mengkaji dampak pengeluaran pemerintah untuk 

pengembangan pendidikan dan kesehatan terhadap 

GDP dan nilai tambah ekonomi bruto serta 

indikator-indikator ekonomi lainnya seperti 

penyerapan tenaga kerja, upah dan sebagainya, 

sepanjang pengetahuan penulis belum banyak 

dilakukan. Padahal hal ini penting untuk dikaji 

karena nilai tambah bruto Indonesia lebih banyak 

terdistribusi kepada pemilik modal dibandingkan 

pekerja. Proporsi surplus usaha dalam nilai tambah 

bruto sebesar Rp 6.522.699.992 juta adalah sebesar 

56,4%; sedangkan proporsi gaji dan upah sebesar 

31,5% (Sumber: BPS, Tabel Input-Output 2010). 

Demikian pula masih tingginya kebergantungan 

konsumsi rumah tangga pada produk impor dan 

industri dalam negeri pada komponen impor. Impor 

barang konsumsi meningkat dari US$ 786,3 juta di 

Januari 2015 menjadi US$ 1,16 miliar di Januari 

2016 atau meningkat 47,68 persen. Impor bahan 

baku masih tinggi yaitu sebesar US$ 7,5 miliar 

pada Januari 2016. Impor barang modal juga masih 

tinggi yaitu sebesar US$ 1,79 miliar (Sumber: 

Badan Pusat Statistik (BPS), 2016). Oleh karena itu 

penulis bermaksud meneliti dampak pengeluaran 

pemerintah sebagai investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap nilai tambah 

bruto, import content, dan penyerapan tenaga kerja, 

dengan judul: “Dampak Investasi Pemerintah di 

Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Nilai 

Tambah Bruto, Import Content, dan Penyerapan 

Tenaga Kerja di Indonesia Berdasarkan Analisis 

Input Output”. Penelitian ini menjadi semakin 

penting untuk dilakukan karena adanya amanah 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk 

mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor 

pendidikan dan amanah UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang juga mewajibkan 

pemerintah untuk mengalokasikan 5% dari APBN 

untuk sektor kesehatan. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1) Meskipun akses pendidikan pada level 

pendidikan menengah dan tinggi meningkat 

secara rata-rata tetapi tetap rendah di kalangan 

marginal.  

2) Angka putus sekolah yang masih tinggi. 

3) Belum meratanya fasilitas kesehatan, 

khususnya di wilayah daerah tertinggal. 

4) Fasilitas kesehatan yang ada sulit diakses 

masyarakat marginal, khususnya fasilitas 

kesehatan yang disediakan sektor swasta. 

5) IPM Indonesia masih berada di dalam 

kelompok menengah bawah. 

6) Walaupun secara kuantitas unggul, namun 

produktivitas kerja sumberdaya manusia 

Indonesia masih rendah. 

7) Daya saing produk-produk Indonesia masih 

rendah.  

8) Nilai tambah bruto lebih banyak terdistribusi 

kepada pemilik modal dibandingkan pekerja. 

9) Masih tingginya kebergantungan konsumsi 

rumah tangga pada produk impor dan industri 

dalam negeri pada komponen impor. 

10) Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor 

produktif, khususnya karena belum 

memadainya kualitas SDM yang  tersedia 

dengan kualitas SDM yang dibutuhkan.  

 

Perumusan Masalah 

1) Bagaimanakah dampak investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan secara 

simultan dan parsial terhadap nilai tambah 

bruto yang terbagi ke dalam upah/gaji pekerja, 

surplus usaha, pajak tak langsung, dan 

penyusutan?  

2) Bagaimanakah dampak investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan secara 

simultan dan parsial terhadap import content 

(kebutuhan impor)?  

3) Bagaimanakah dampak investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan secara 

simultan dan parsial terhadap penyerapan 

tenaga kerja?  

4) Bagaimanakah backward dan forward linkage 

dari sektor jasa pendidikan dan kesehatan 

pemerintah dibandingkan sektor-sektor 

ekonomi lainnya.  

 

BAHAN DAN METODE 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dideduksi berdasarkan 

kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan. Kajian teori yang menjadi dasar kerangka 

pemikiran adalah teori pembangunan ekonomi 

sebagai grand theory, teori pertumbuhan ekonomi 

sebagai middle range theory, serta teori 

pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang, teori 

investasi human capital, dan teori Input-Output 

dari Leontief sebagai substantive theory. 
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Variabel yang Relevan 

Variabel yang relevan dalam penelitian ini 

adalah: investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan sebagai variabel bebas (independent 

variables) serta nilai tambah bruto, import content, 

dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel 

terikat (dependent variables).  

 

Hubungan antar Variabel 

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi 

memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan 

pengelolaan agregat dalam perekonomian. 

Kebijakan pemerintah dapat diwujudkan sebagai 

pengeluaran pemerintah maupun berbagai 

pengaturan yang mendorong peningkatan investasi 

lainnya dari swasta (Sukirno, 1999:). 

Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan, (melalui alokasi 

anggaran pembangunan di sektor pendidikan dan 

kesehatan) mencerminkan peningkatan kapasitas 

ekonomi yang memperbesar kemampuan SDM 

untuk kebutuhan proses produksi. Jika tambahan 

investasi ini efektif, yang ditandai dengan 

meningkatnya kemampuan SDM untuk 

berproduksi, maka output produksi akan 

meningkat. Dengan demikian hubungan antara 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan dapat dipandang sebagai dampak human 

capital sebagai faktor input produksi dalam 

menghasilkan output produksi. 

Peningkatan produksi yang menggambarkan 

meningkatnya kapasitas penyediaan produk, pada 

kondisi produk yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan pasar, diharapkan mampu 

menggairahkan pasar, baik pasar produksi maupun 

pasar konsumsi. Jika hal ini tercapai maka nilai 

tambah bruto akan meningkat, demikian pula 

penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Adapun 

untuk import content, dalam kondisi masih 

tingginya kebergantungan impor, secara 

keseluruhan juga akan meningkat karena 

meningkatnya output. 

Hubungan antara produksi dengan nilai 

tambah bruto menjelaskan bahwa meningkatnya 

tingkat produksi yang menggambarkan 

meningkatnya ketersediaan produk akan diikuti 

dengan meningkatnya penyerapan produksi 

tersebut di pasar, baik di dalam negeri maupun luar 

negeri, yang akan meningkatnya nilai tambah bruto 

sektor ekonomi. Hubungan antara produksi dengan 

import content menjelaskan bahwa meningkatnya 

tingkat produksi akan diikuti dengan meningkatnya 

import content secara keseluruhan yang diperlukan 

dalam proses produksi sepanjang import content 

tersebut belum dapat digantikannya sepenuhnya 

dengan local content.  

Hubungan antara produksi dengan kesempatan 

kerja menjelaskan bahwa pembesaran dari output 

produksi tentunya membutuhkan input yang lebih 

besar, termasuk meningkatnya kebutuhan tenaga 

kerja (labour intensive) yang memperbesar 

kesempatan kerja. Dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa peningkatan investasi pemerintah 

di sektor pendidikan dan kesehatan akan 

memperbesar kemampuan SDM yang memicu 

meningkatnya produksi yang dapat berdampak 

pada meningkatnya nilai tambah bruto dan 

penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor 

ekonomi, akan tetapi belum cukup untuk 

mengurangi import content secara keseluruhan 

dalam kondisi kebergantungan impor yang masih 

tinggi.  

 

Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Nilai 

Tambah Bruto 

Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan 

oleh pemerintah melalui APBN untuk keperluan 

aktivitas pendidikan dan kesehatan. Investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

akan berdampak terhadap nilai tambah bruto. Nilai 

tambah bruto itu adalah jumlah output sektor-

sektor ekonomi dikurangi dengan input dari sektor-

sektor tersebut yang dalam tabel I-O disebut input 

antara.  

Dalam nilai tambah bruto itu ada komponen 

upah/gaji, surplus usaha, pajak tak langsung, dan 

penyusutan. Meningkatnya investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi 

peningkatan ini memperbesar kompetensi dan 

produktivitas SDM, akan mendorong 

bertambahnya nilai tambah bruto, termasuk 

bertambahnya upah/gaji, surplus usaha, pajak tak 

langsung, dan penyusutan. 

 

Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Import 

Content 

Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan akan berdampak terhadap import 

content. Meningkatnya investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi 

peningkatan ini memperbesar kompetensi dan 

produktivitas SDM, akan mendorong berkurangnya 

import content persatuan produk sebagai akibat 

dari meningkatnya kemampuan SDM untuk 

mengganti kandungan impor dengan kandungan 

lokal dalam proses produksi.  
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Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja  

Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan akan berdampak terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Meningkatnya investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi 

peningkatan ini memperbesar kompetensi dan 

produktivitas SDM, akan mendorong 

bertambahnya penyerapan tenaga kerja.  

 

Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian sebagai model hubungan 

fungsional antar variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Investasi  

Pemerintah di 

Sektor 

Pendidikan 

Nilai 

Tambah 

Bruto  

Upah / Gaji 

Pajak Tak Langsung 

Penyusutan  

Surplus Usaha 

Import 

Content 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

 

Investasi 

Pemerintah di 

Sektor 

Kesehatan 

Variabel  

Bebas 

Variabel  

Terikat  

    Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

Formulasi Model 

Model Analisis Input-Output dalam penelitian 

ini mengambil bentuk Model Input-Output Statis 

(Static Input-Output Model) atau Leontief Model 

(Habden, 1983:254-287; Miller dan Btair, 1985).  

 

Tabel Input-Output 

Model Input-Output dimodelkan dalam Tabel 

Input-Output: 

 

Tabel 1.Tabel Input-Output 
  Sektor Pemakai Input Permintaan 

Akhir 

Total 

Output   1 2 j N 

Sektor Produsen 

Input 

1 

2 

3 

i 

n 

x11 

x21 

x31 

xi1 

xn1 

x12 

x22 

x32 

xi2 

xn2 

x1j 

x2j 

x3j 

xij 

xnj 

x1n 

x2n 

x3n 

xin 

xnn 

F1 

F2 

F3 

Fi 

Fn 

X1 

X2 

X3 

Xi 

Xn 

Input Primer        

(Nilai Tambah Bruto) 

V1 V2 Vj Vn   

Total Input X1 X2 Xj Xn   

  
Keterangan: 

Xi =  Total Output dari sektor ke-i, dimana: i = 

1,2,3......,n 

Xj =  Total Input yang dibutuhkan sektor ke-j, 

dimana: j = 1,2,3,....,n 

Fi  =  Output dari sektor ke-i yang tidak kembali 

ke dalam proses produksi, tapi habis 

terpakai untuk Permintaan Akhir (Final 

Demand), dimana: i = 1,2,3,.....,n 

Vi =  Nilai Tambah yang dihasilkan atau Input 

Primer yang dibutuhkan sektor ke-j (Value 

Added), dimana: j = 1,2,3,....,n. Nilai 

Tambah mengukur Produk Domestik Bruto 

yang disumbangkan oleh sektor ke-j. 

Khusus untuk Sektor Perdagangan, Hotel 

dan Restoran; Nilai Tambah ini masih 

ditambahkan dengan penerimaan pajak 

penjualan impor dan bea masuk. 

xij =  Jumlah input yang diambil dari sektor ke-i 

untuk dipakai oleh sektor ke-j dalam 

menghasilkan barang/jasa, dimana: i = 

1,2,3,....,n dan j =  1,2,3,....,n 

 

Tabel Input-Output menggambarkan 

hubungan input-output antar sektor, nilai tambah 

atau input primer, permintaan akhir dan total 

output. Berdasarkan tabel di atas, total output 

dirumuskan sebagai: 
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atau dalam bentuk matriks: 

 

x11 

x21 

x31 

xi1 

xn1 

x12 

x22 

x32 

xi2 

xn2 

x1j 

x2j 

x3j 

xij 

xnj 

x1n 

x2n 

x3n 

x4n 

xnn 

 

 

+ 

F1 

F2 

F3 

Fi 

Fn 

 

 

= 

X1 

X2 

X3 

Xi 

Xn 

 

x + F = X      dimana: x dapat dinyatakan sebagai AX 

AX + F = X dimana: A = matriks koefisien input (koefisien teknologi) 

(I – A) X = F   dimana: I = matriks identitas 

 

X = (I – A)
-1 

F 

 

Keterangan: 

Matriks (I – A)
-1

 adalah matriks pengganda 

(multiplier matrix) yang dihitung sebagai 

invers/kebalikan dari matrik (I – A)  

Unsur-unsur matriks A dirumuskan sebagai: 

j

ij

ij
X

x
a   

 

Multiplier 

Output Multiplier 

Output multiplier atau pengganda output 

dari sektor ke-j didefinisikan sebagai nilai total dari 

output atau produksi yang dihasilkan sebagai akibat 

adanya perubahan satu unit permintaan akhir pada 

sektor tersebut. Output multiplier dirumuskan 

sebagai berikut: 




n

1i
ijj bO

 

dimana: 

bij = unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada 

baris ke-i dan kolom ke-j 

 

Gross Value Added Multiplier 

Gross value added multiplier atau pengganda 

nilai tambah bruto merupakan multiplier yang 

dapat mengestimasi nilai tambah bruto karena 

adanya output yang baru atau perubahan output 

sebagai akibat berubahnya permintaan akhir. 

Pengganda nilai tambah bruto dari suatu sektor ke-j 

didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan 

nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat 

adanya tambahan satu satuan unit moneter 

permintaan akhir sektor tersebut. Pengganda nilai 

tambah bruto dirumuskan sebagai berikut: 




n

1i
ijjij b.nNTB

 

dimana: 

nji = elemen matriks koefisien nilai tambah bruto 

(proporsi nilai tambah bruto terhadap output) 

pada baris ke-j dan kolom ke-i  

bij = unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada 

baris ke-i dan kolom ke-j 

 

Income Multiplier 

Income multiplier atau pengganda pendapatan 

(pengganda upah dan gaji) merupakan multiplier 

yang dapat mengestimasi pendapatan sektor rumah 

tangga (upah dan gaji) karena adanya output yang 

baru atau perubahan output sebagai akibat 

berubahnya permintaan akhir. Pengganda upah dan 

gaji dari suatu sektor ke-j didefinisikan sebagai 

angka yang menunjukkan upah dan gaji yang 

tercipta sebagai akibat adanya tambahan satu 

satuan unit moneter permintaan akhir sektor 

tersebut. Pengganda upah dan gaji dirumuskan 

sebagai berikut: 




n

1i
ijjij b.uU

 

dimana: 

uji = elemen matriks koefisien upah dan gaji 

(proporsi upah dan gaji terhadap output) pada 

baris ke-j dan kolom ke-i  

bij = unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada 

baris ke-i dan kolom ke-j 

 

Surplus Multiplier 

Surplus multiplier atau pengganda surplus 

usaha merupakan multiplier yang dapat 

mengestimasi surplus usaha karena adanya output 

yang baru atau perubahan output sebagai akibat 

berubahnya permintaan akhir. Pengganda surplus 

usaha dari suatu sektor ke-j didefinisikan sebagai 

angka yang menunjukkan surplus usaha yang 

j

n

i

ijj

i

n

j

iji

VxX

FxX













1

1
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tercipta sebagai akibat adanya tambahan satu 

satuan unit moneter permintaan akhir sektor 

tersebut. Pengganda surplus usaha dirumuskan 

sebagai berikut: 




n

1i
ijjij b.sS

 

dimana: 

sji= elemen matriks koefisien surplus usaha 

(proporsi surplus usaha terhadap output) pada 

baris ke-j dan kolom ke-i  

bij= unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada baris 

ke-i dan kolom ke-j 

 

Indirect Taxes Multiplier 

Indirect taxes multiplier atau pengganda pajak 

tak langsung merupakan multiplier yang dapat 

mengestimasi pajak tak langsung karena adanya 

output yang baru atau perubahan output sebagai 

akibat berubahnya permintaan akhir. Pengganda 

pajak tak langsung dari suatu sektor ke-j 

didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan 

pajak tak langsung yang tercipta sebagai akibat 

adanya tambahan satu satuan unit moneter 

permintaan akhir sektor tersebut. Pengganda pajak 

tak langsung dirumuskan sebagai berikut: 




n

1i
ijjij b.tT

 

dimana: 

tji= elemen matriks koefisien pajak tak langsung 

(proporsi pajak tak langsung terhadap output) 

pada baris ke-j dan kolom ke-i  

bij= unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada baris 

ke-i dan kolom ke-j 

 

Depreciation Multiplier 

Depreciation multiplier atau pengganda 

penyusutan merupakan multiplier yang dapat 

mengestimasi penyusutan karena adanya output 

yang baru atau perubahan output sebagai akibat 

berubahnya permintaan akhir. Pengganda 

penyusutan dari suatu sektor ke-j didefinisikan 

sebagai angka yang menunjukkan penyusutan yang 

tercipta sebagai akibat adanya tambahan satu 

satuan unit moneter permintaan akhir sektor 

tersebut. Pengganda penyusutan dirumuskan: 




n

1i
ijjij b.pP

 

dimana: 

pji= elemen matriks koefisien penyusutan (proporsi 

penyusutan terhadap output) pada baris ke-j 

dan kolom ke-i  

bij = unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada 

baris ke-i dan kolom ke-j 

 

 

Import Multiplier 

Import multiplier atau pengganda impor 

merupakan multiplier yang dapat mengestimasi 

impor karena adanya output yang baru atau 

perubahan output sebagai akibat berubahnya 

permintaan akhir. Pengganda impor dari suatu 

sektor ke-j didefinisikan sebagai angka yang 

menunjukkan impor yang tercipta sebagai akibat 

adanya tambahan satu satuan unit moneter 

permintaan akhir sektor tersebut. Pengganda impor 

dirumuskan sebagai berikut: 




n

1i
ijjij b.iI

 

dimana: 

iji= elemen matriks koefisien impor (proporsi impor 

terhadap output) pada baris ke-j dan kolom ke-i  

bij= unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada baris 

ke-i dan kolom ke-j 

 

Job Absorption Multiplier 

Job absorption multiplier atau pengganda 

penyerapan tenaga kerja merupakan multiplier 

yang dapat mengestimasi tenaga kerja yang 

terserap karena adanya output yang baru atau 

perubahan output sebagai akibat berubahnya 

permintaan akhir. Pengganda penyerapan tenaga 

kerja dari suatu sektor ke-j didefinisikan sebagai 

angka yang menunjukkan banyaknya tenaga kerja 

yang terserap yang tercipta sebagai akibat adanya 

tambahan satu satuan unit moneter permintaan 

akhir sektor tersebut. Pengganda penyerapan 

tenaga kerja dirumuskan: 




n

1i
ijjij b.kK

 

dimana: 

kji= elemen matriks koefisien penyerapan tenaga 

kerja (proporsi jumlah tenaga kerja terhadap 

output) pada baris ke-j dan kolom ke-i  

bij= unsur matriks (I – A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada baris 

ke-i dan kolom ke-j 

 

Keterkaitan Antar Sektor 

Jika kapasitas produksi dari satu sektor 

meningkat, maka hal ini akan menimbulkan 

dampak kepada sektor-sektor lainnya dalam dua 

bentuk keterkaitan: 

Dampak terhadap permintaan barang dan jasa 

yang diperlukan sebagai input, yang disebut 

keterkaitan ke belakang (backward linkages). 

Parameter yang digunakan untuk mengukur 

dampak permintaan adalah Jumlah Daya 

Penyebaran (JDP atau rj) dan Indeks Daya 

Penyebaran (IDP atau j). IDP sering disebut 

sebagai derajat keterkaitan ke belakang (backward 

linkages effect ratio). JDP dan IDP dirumuskan 
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sebagai berikut: 





n

i

ijj br
1

   dan   

  



 




n

j

j

j

n

j

n

i

ij

n

i

ij

j

r

r
n

bn/

b

11 1

1

1


 

Dampak terhadap penyediaan barang dan jasa 

produksi yang dimanfaatkan sebagai input oleh 

sektor lain, yang disebut sebagai keterkaitan ke 

depan (forward linkages). Parameter yang 

digunakan untuk mengukur dampak penyediaan 

adalah Jumlah Derajat Kepekaan (JDK atau si) dan 

Indeks Derajat Kepekaan (IDK atau i) yang 

disebut pula sebagai derajat keterkaitan ke depan 

(forward linkages effect ratio). JDK dan IDK 

dirumuskan sebagai berikut: 





n

j

iji bs
1

  dan   

  



 




n

i

i

i

n

i

n

j

ij

n

j

ij

i

s

s
n

bn/

b

11 1

1

1


 

Daya penyebaran dan derajat kepekaan 

diturunkan berdasarkan matriks (I – A)
-1

 atau (I – 

A
d
)

-1
. Setiap unsur yang terdapat dalam matriks 

tersebut merupakan ukuran dari besarnya dampak 

langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh 

daya penyebaran dan derajat kepekaan. Misalkan 

unsur matriks (I - A)
-1

 atau (I - A
d
)

-1
 pada baris ke-i 

dan kolom ke-j dilambangkan dengan bij. Jika i=j 

maka bij merupakan nilai dampak langsung dari 

sektor i ke sektor j, sedangkan jika ij maka bij 

adalah nilai dampak tidak langsung dari sektor i ke 

sektor j; atau sebaliknya. 

 

Hipotesis 

1) Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan berdampak secara simultan dan 

parsial terhadap nilai tambah bruto yang 

terbagi ke dalam upah/gaji pekerja, surplus 

usaha, pajak tak langsung, dan penyusutan. 

2) Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan berdampak secara simultan dan 

parsial terhadap import content (kebutuhan 

impor). 

3) Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan berdampak secara simultan dan 

parsial terhadap penyerapan tenaga kerja. 

4) Backward dan forward linkage dari sektor jasa 

pendidikan dan kesehatan pemerintah lebih 

tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi 

lainnya.  

 

Novelty Penelitian 

Novelty atau kebaharuan dari penelitian ini 

terletak pada kemampuan metode input-output (I-

O) untuk menentukan dampak dari suatu sektor 

eksogen (investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan) terhadap sektor eksogen lainnya 

(nilai tambah bruto, import content, dan 

penyerapan tenaga kerja) dalam sistem produksi 

antar sektor endogen), bukan saja di sektor tersebut 

tetapi juga di sektor-sektor lainnya, sebagai efek 

dari backward-forward linkage antar sektor. 

Penting untuk diketahui dimana posisi strategik 

dari sektor pendidikan dan kesehatan dalam 

perekonomian.  

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dimana suatu tindakan investasi masing-masing di 

sektor pendidikan dan kesehatan sebagai variabel 

eksogen akan memberikan dampak pada nilai 

tambah bruto beserta komponen-komponennya 

sebagai variabel endogen. Variabel eksogen dan 

endogen itu dihubungkan oleh persamaan dalam 

bentuk matriks yang dijelaskan sebagai berikut :  

 

Formulasi Model dalam Bentuk Persamaan  

Terdapat 34 sektor ekonomi yang akan diteliti, 

dimana sektor kesehatan berada pada sektor 32 dan 

pendidikan pada sektor 33 sedangkan sektor 34 

adalah jasa lainnya.  

 

343434342134113434

2343422221212

1343412121111

FXaXaXaX

FXaXaXaX

FXaXaXaX





















 

Jika ditulis dalam bentuk matriks  
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1

34

2

1
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2

1

 

atau  X = AX + F 

  X – AX = F 

  [I – A]X = F  X = [I – A]
-1

 F 

 

Dimensi matriks 34 x 34 

 

Apabila X diganti dengan NTB (nilai tambah 

bruto) dan F diganti dengan investasi pemerintah di 

sektor pendidikan (Ip) maka persamaan matriks 

terakhir.  

 

  IpAInNTB
1

ˆ


  

 

n̂  = koefisien nilai tambah bruto 

yakni nilai tambah sektor 

pendidikan dibagi dengan 

output sektor pendidikan.  

[I – A]
-1

 = Leontief Invers 
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I = Identity Matriks 

A = Koefisien Input yakni: 

j

ij

ij
X

X
a   

Ip = Investasi Pendidikan  

NTB = Nilai Tambah Bruto 

 

Berturut-turut, X selanjutnya dapat diganti 

dengan upah/gaji, surplus usaha, pajak tidak 

langsung, penyusutan, ataupun import content dan 

penyerapan tenaga kerja yang masing-masingnya 

menyertakan koefisien upah/gaji, koefisien surplus 

usaha, koefisien pajak tidak langsung, koefisien 

penyusutan, ataupun koefisien import content dan 

koefisien penyerapan tenaga kerja.  Data yang 

digunakan adalah data I-O (BPS) dengan tahun 

dasar 2010. Untuk investasi pemerintah di sektor 

kesehatan, Ip diganti dengan Ik. 

 

Operasionalisasi Variabel 

Berkaitan dengan struktur antar variabel, 

terdapat dua tipe variabel penelitian yang diteliti, 

yaitu: variabel bebas (independent variable): 

Investasi Pemerintah di Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan dan variabel terikat (dependent 

variable): Nilai Tambah Bruto, Impor Content, dan 

Penyerapan Tenaga Kerja. 

Masing-masing variabel dioperasionalkan 

sebagai berikut: 

1) Investasi Pemerintah di Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan adalah investasi pemerintah dalam 

APBN di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Anggaran pemerintah adalah investasi 

pemerintah dalam wujud pengeluaran 

pemerintah untuk pengembangan sektor 

kesehatan dan pendidikan dalam satuan juta 

rupiah.  

2) Nilai tambah bruto adalah seluruh upah/gaji, 

surplus usaha, pajak tidak langsung, dan 

penyusutan sebagai nilai tambah yang 

dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi 

seluruh sektor ekonomi. 

3) Impor content adalah nilai kebutuhan impor 

dalam proses produksi dalam satuan ribu US$. 

4) Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga 

kerja yang terserap ke kegiatan produksi dalam 

satuan orang. 

 

Data 

Data yang digunakan dalam penelitian iani 

adalah data BPS (Biro Pusat Statistik) yang 

dikonstruksi dalam bentuk I-O tahun dasar tahun 

2010. sebanyak 192 sektor di disagregasi menjadi 

34 sektor, dimana sektor 32 adalah sektor 

kesehatan dan sektor 33 adalah pendidikan. Proses 

disagregasi menurut metode disagregasi dari Blind 

and Cohen (1997), serta Kossov (1971). 

Metode Analisis Data 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang 

berkaitan dengan dampak investasi terhadap nilai 

tambah bruto (NTB) – termasuk upah/gaji (U) dan 

surplus usaha (S); import content (Imp); dan 

penyerapan tenaga kerja (K) digunakan rumus-

rumus sebagai berikut.  

1) NTB =   pIAIn
1

ˆ


  

NTB =   k
1
IAIn̂


  

2) U =   pIAIu
1

ˆ


  

U =   kIAIu
1

ˆ


  

3) S =   pIAIs
1

ˆ


  

S =   kIAIs
1

ˆ


  

4) Imp =   pIAIi
1ˆ 

  

Imp =   kIAIi
1ˆ 

  

5) K =   pIAIk
1ˆ 

  

K =   kIAIk
1ˆ 

  

  

Rumus-rumus tersebut di atas hasil penjabaran 

teori I-O yang telah diuraikan sebelumnya pada 

formulasi model. Sedangkan untuk menjawab 

tujuan penelitian yang berkaitan dengan backward 

dan forward linkage dari sektor jasa pendidikan 

dan kesehatan pemerintah digunakan Indeks Daya 

Penyebaran (IDP) atau derajat keterkaitan ke 

belakang (backward linkages effect ratio) dan  

Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau derajat 

keterkaitan ke depan (forward linkages effect ratio) 

hasil penjabaran teori I-O yang juga telah diuraikan 

sebelumnya pada formulasi model. 

 

Rancangan Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis penelitian, berikut ini 

adalah hipotesis yang diuji melalui analisis input-

output. 

 

Hipotesis 1 

H0 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial tidak berdampak pada 

meningkatnya nilai tambah bruto yang 

terbagi ke dalam upah/gaji pekerja, surplus 

usaha, pajak tak langsung, dan penyusutan.  

H1 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial berdampak pada meningkatnya 

nilai tambah bruto yang terbagi ke dalam 

upah/gaji pekerja, surplus usaha, pajak tak 

langsung, dan penyusutan. 

 

Hipotesis 2 

H0 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 
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dan parsial tidak berdampak pada 

meningkatnya import content (kebutuhan 

impor).  

H1 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial berdampak pada meningkatnya 

import content (kebutuhan impor). 

 

Hipotesis 3 

H0 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial tidak berdampak pada 

meningkatnya penyerapan tenaga kerja.  

H1 : Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial berdampak pada meningkatnya 

penyerapan tenaga kerja. 

 

Hipotesis 4 

H0 : Backward dan forward linkage dari sektor 

pendidikan dan kesehatan pemerintah tidak 

lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor 

ekonomi lainnya. 

H1 : Backward dan forward linkage dari sektor 

pendidikan dan kesehatan pemerintah lebih 

tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi 

lainnya. 

Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji dengan 

mengidentifikasi kecenderungan perubahan nilai 

tambah bruto, import content, dan penyerapan 

tenaga kerja berdasarkan perubahan investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

selama periode yang diteliti, baik secara simultan 

maupun parsial. Besarnya nilai tambah bruto, 

import content, dan penyerapan tenaga kerja 

merupakan hasil analisis input-output yang 

dihitung sebagai dampak dari investasi pemerintah 

di sektor pendidikan dan kesehatan. Hipotesis 

diterima jika perubahan nilai tambah bruto, import 

content, dan penyerapan tenaga kerja searah 

perubahan investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan, dan sebaliknya hipotesis 

ditolak jika perubahan tersebut berlawanan arah. 

 

Hipotesis 4 diuji dengan mengidentifikasi 

besarnya indeks daya penyebaran (IDP) sebagai 

ukuran derajat backward linkage dan besarnya 

indeks derajat kepekaan (IDK) sebagai ukuran 

derajat forward linkage dari sektor pendidikan dan 

kesehatan pemerintah dan membandingkannya 

dengan sektor-sektor lainnya. Hipotesis diterima 

jika IDP dan IDK dari sektor pendidikan dan 

kesehatan pemerintah lebih tinggi dibandingkan 

sektor-sektor lainnya, dan sebaliknya hipotesis 

ditolak jika sama atau lebih rendah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Deskriptif mengenai Investasi 

Pemerintah di Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan 

Berikut ini hasil analisis deskriptif tentang 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan. 

 

 

 
 

Gambar 2. Perkembangan Investasi Pendidikan dan Kesehatan 

 

Investasi pemerintah secara keseluruhan yang 

tercermin dalam belanja total pemerintah pusat 

terus meningkat dari tahun 2009 – 2013. Investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan menurun di tahun 2010, namun 

terus meningkat sejak tahun 2011. Demikian pula 

halnya dengan investasi pemerintah di sektor 

pendidikan secara parsial. Adapun untuk investasi 
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pemerintah di sektor kesehatan secara parsial 

meningkat di tahun 2010, menurun di tahun 2011 

dan terus meningkat sejak tahun 2012. 

Proporsi atau persentasi investasi pemerintah 

di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap 

belanja total pemerintah pusat cenderung menurun 

dalam periode 2009-2013, dari 36% di tahun 2009 

menjadi 25% di tahun 2013. Proporsi investasi 

pemerintah di sektor pendidikan juga cenderung 

menurun, dari 27% di tahun 2009 menjadi 20% di 

tahun 2013. Demikian pula halnya untuk investasi 

pemerintah di sektor kesehatan, dari 8% di tahun 

2009 menjadi 5% di tahun 2013. 

 

Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Nilai 

Tambah Bruto 

Nilai tambah bruto rata-rata yang didapat dari 

investasi di sektor pendidikan dan kesehatan sekitar 

53,3 persen. Rata-rata kenaikan investasi 

pemerintah di sektor pendidikan secara parsial 

selama lima tahun berbanding lurus dengan nilai 

tambah bruto. Nilai tambah bruto rata-rata yang 

didapat dari investasi di sektor pendidikan sekitar 

54,7 persen. Nilai tambah bruto yang didapat dari 

investasi di sektor kesehatan secara parsial dalam 

lima tahun (2009-2013) rata-rata sebesar 48,0 

persen dari investasi. 

 

 
 

Gambar 3.Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan terhadap Nilai 

               Tambah Bruto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan terhadap 

    Upah dan Gaji 
 

Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan menghasilkan upah dan gaji rata-

rata sekitar 47,0 persen. Investasi di sektor 

pendidikan secara parsial menghasilkan upah dan 

gaji rata-rata sekitar 48,3 persen dari investasi. 

Dampak investasi kesehatan secara parsial terhadap 

upah dan gaji karyawan dalam kurun waktu (2009-

2013) rata-rata sekitar 42,4 persen dari investasi. 

Dampak investasi pendidikan dan kesehatan 

secara simultan terhadap penyusutan secara rata-

rata dalam lima tahun adalah sekitar 6,3 persen dari 

investasi. Dampak investasi pendidikan secara 

parsial terhadap penyusutan secara rata-rata dalam 

lima tahun sekitar 6,4 persen dari investasi. Selama 

kurun waktu (2009-2013) penyusutan rata-rata 

sebagai dampak investasi kesehatan secara parsial 

adalah sebesar 5,6% dari investasi. 

 

 

 

 

 



Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Juni 2016 

Copyright @ 2016, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur 

___________________________________________________________________________ 

124 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan terhadap 

                                       Penyusutan 

 

Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Import 

Content 

Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan mendorong kebutuhan impor 

(import content) rata-rata sekitar 5,2 persen dari 

investasi. Investasi di sektor pendidikan secara 

parsial menghasilkan kebutuhan impor (import 

content) rata-rata sebesar 6,0 persen dari investasi. 

Hal ini dipicu adanya pembiayaan pendidikan ke 

luar negeri. 

Selama lima tahun, dampak investasi kesehatan 

secara parsial terhadap import content 

menghasilkan import content rata-rata sekitar 2,5 

persen. Hasil ini dapat dimengerti karena alat-alat 

kesehatan banyak yang diimpor. 

 

 
 

Gambar  6. Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan terhadap 

                                                     Import Content 

 

Dampak Investasi Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Untuk penyerapan tenaga kerja satu orang 

perlu investasi di sektor pendidikan dan kesehatan 

sebesar Rp. 52,0 juta. Investasi pemerintah sebesar 

1 miliar rupiah di sektor pendidikan secara parsial 

akan menyerap tenaga kerja sekitar 21 orang. 

Untuk penyerapan tenaga kerja satu orang perlu 

investasi di sektor pendidikan sebesar Rp 48,9 juta. 

Investasi pemerintah sebesar 1 miliar rupiah di 

sektor kesehatan secara parsial akan menyerap 

tenaga kerja sekitar 14 orang. Untuk penyerapan 

tenaga kerja satu orang perlu investasi di sektor 

kesehatan sebesar Rp 68,4 juta. Hal ini berarti 

investasi di sektor kesehatan termasuk kapital 

intensif. Untuk menyerap satu orang tenaga kerja 

diperlukan investasi di sektor kesehatan 1,4 kali 

lebih banyak daripada di sektor pendidikan. 
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Gambar  7. Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan terhadap  

                   Kesempatan Kerja 

 

Hasil Analisis Input-Output mengenai Backward 

dan Forward Linkage dari Sektor Jasa 

Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah 

Sektor jasa pendidikan pemerintah 

mempunyai backward linkage (keterkaitan ke 

belakang) atau derajat penyebaran yang lebih 

tinggi, yakni 0,9960, daripada forward linkage 

(keterkaitan ke depan) atau derajat kepekaannya, 

yakni 0,6129. Demikian juga backward linkage 

dari sektor jasa kesehatan pemerintah sebesar 

1,1082 lebih tinggi daripada forward linkage-nya, 

yakni 0,6155. Backward linkage dari sektor jasa 

pendidikan pemerintah tergolong rendah 

(0,9960<1), demikian pula forward linkage-nya 

(0,6129<1). Sedangkan backward linkage dari 

sektor jasa kesehatan pemerintah tergolong tinggi 

(1,1082>1), sementara forward linkage-nya rendah 

(0,6155<1). Dari perbandingan backward linkage 

dan forward linkage kedua sektor ini, tampak 

bahwa sektor jasa kesehatan pemerintah memiliki 

backward linkage dan forward linkage yang lebih 

tinggi daripada sektor jasa pendidikan pemerintah. 

 

Tabel 2. Backward dan Forward Linkage dalam Tabel I-O 34 Sektor  

Sektor 
Backward 

Linkage 

Forward 

Linkage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Tabama 

Perkebunan  

Peternakan  

Kehutanan  

Perikanan  

Jasa Pertanian  

Pertambangan lainnya 

Industri makanan dan minuman dan rokok 

Industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 

Industri kayu 

Industri kertas 

Industri kimia 

Industri barang mineral bukan logam 

Industri pengilangan migas 

Industri karet dan plastik 

Industri barang mineral dari logam  

Industri mesin dan perlengkapannya 

Industri alat angkutan  

Industri barang lainnya 

Listrik, gas dan air 

Konstruksi 

Perdagangan  

Restoran dan hotel  

Angkutan darat  

Angkutan laut dan penyeberangan  

Angkutan udara 

Jasa penunjang angkutan  

Jasa telematika 

Bank dan lembaga keuangan lainnya 

Real estat dan jasa perusahaan  

Jasa pemerintah  

Jasa kesehatan pemerintah 

Jasa pendidikan pemerintah  

Jasa lainnya 

0.7587 

0.9003 

1.0255 

0.7365 

0.7383 

0.7555 

0.7400 

1.1781 

1.1109 

1.1005 

1.0928 

1.0216 

1.0274 

0.8624 

1.1461 

1.0498 

1.0569 

1.0734 

1.0801 

1.2302 

1.1180 

0.9608 

1.1631 

1.1053 

1.1711 

1.1079 

1.0070 

0.8881 

0.8277 

0.8662 

0.9745 

1.1082 

0.9960 

1.0209 

1.3104 

1.1245 

0.9165 

0.7114 

0.9069 

0.6916 

1.9262 

1.9989 

0.7883 

0.7892 

0.8735 

1.3060 

0.6644 

1.0746 

0.8261 

0.8366 

0.9408 

0.9819 

0.6447 

1.2429 

1.0720 

2.3739 

0.8223 

0.9738 

0.6966 

0.7338 

0.7852 

1.1280 

1.1315 

1.0042 

0.6941 

0.6155 

0.6129 

0.8008 

 
 

 

Dibandingkan sektor-sektor lainnya, backward 

linkage dari sektor jasa kesehatan pemerintah 

(1,1082) lebih rendah daripada backward linkage 

dari 7 sektor lainnya (atau menempati peringkat ke-

8). Ketujuh sektor lain dengan backward linkage 

yang lebih tinggi adalah sektor industri makanan 

dan minuman dan rokok (1,1781); industri 

pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit (1,1109); 

industri karet dan plastik (1,1461); listrik, gas dan 

air (1,2302); konstruksi (1,1180); restoran dan 

hotel (1,1631); angkutan laut dan penyeberangan 

(1,1711). Sedangkan backward linkage dari sektor 
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jasa pendidikan pemerintah (0,9960) lebih rendah 

daripada sektor jasa kesehatan pemerintah dan 20 

sektor lainnya atau menempati peringkat ke-22. 

Forward linkage dari sektor jasa kesehatan 

pemerintah (0,6155) dan dari sektor jasa 

pendidikan pemerintah (0,6129) lebih rendah 

dibandingkan seluruh sektor lainnya. Forward 

linkage dari sektor jasa kesehatan pemerintah dan 

sektor jasa pendidikan pemerintah menempati 

peringkat terendah, yaitu peringkat ke-33 dan 34. 

Posisi backward linkage dan forward linkage dari 

sektor jasa pendidikan pemerintah dan sektor jasa 

kesehatan pemerintah diantara sektor-sektor 

lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 8. Backward Linkage dan Forward Linkage Antar Sektor 

Keterangan (Diolah): 

Kuadran I: backward linkage rendah (<1), forward linkage tinggi (1) 

Kuadran II: backward linkage tinggi (1), forward linkage tinggi (1) 

Kuadran III: backward linkage tinggi (1), forward linkage rendah (<1) 

Kuadran IV: backward linkage rendah (<1), forward linkage rendah (<1) 

 

Berdasarkan posisi backward linkage dan 

forward linkage, sektor jasa pendidikan dan 

kesehatan pemerintah bukan merupakan sektor 

unggulan. Posisi dari sektor jasa kesehatan 

pemerintah (sektor no. 32) terletak di Kuadran III: 

backward linkage tinggi (>1), forward linkage 

rendah (<1); sedangkan sektor jasa pendidikan 

pemerintah (sektor no. 33) terletak di Kuadran IV: 

backward linkage rendah (<1), forward linkage 

rendah (<1). Sektor kunci atau sektor unggulan di 

Indonesia adalah sektor industri makanan, 

minuman, dan rokok (sektor no. 8), sektor industri 

kimia (sektor no. 12); sektor listrik, gas, dan air 

bersih (sektor no. 20); dan sektor konstruksi (sektor 

no. 21). Keempat sektor ini berada di Kuadran II: 

backward linkage tinggi (>1), forward linkage 

tinggi (>1). 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis 1 

  Hipotesis yang diuji adalah bahwa 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan berdampak secara simultan dan parsial 

terhadap nilai tambah bruto yang terbagi ke dalam 

upah/gaji pekerja, surplus usaha, pajak tak 

langsung, dan penyusutan. Hipotesis 1 diterima 

karena meningkatnya investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial berdampak pada meningkatnya nilai 

tambah bruto, termasuk upah/gaji pekerja dan 

penyusutan.  

 

Uji Hipotesis 2 

  Hipotesis yang diuji adalah bahwa 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan berdampak secara simultan dan parsial 

terhadap import content (kebutuhan impor). 

Hipotesis 2 diterima karena meningkatnya investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan dan parsial berdampak pada 

meningkatnya import content (kebutuhan impor). 

Asumsi masih tingginya kebergantungan impor 

terpenuhi. 

 

Uji Hipotesis 3 

 Hipotesis yang diuji adalah bahwa investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

berdampak secara simultan dan parsial terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hipotesis 3 diterima 

karena meningkatnya investasi pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan 

dan parsial berdampak pada meningkatnya 

penyerapan tenaga kerja.  

 

Uji Hipotesis 4 
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Hipotesis yang diuji adalah bahwa backward 

linkage dan forward linkage dari sektor jasa 

pendidikan dan kesehatan pemerintah lebih tinggi 

dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. 

Hipotesis 4 ditolak karena backward linkage dari 

sektor jasa kesehatan pemerintah lebih rendah 

daripada 7 sektor lainnya, sedangkan dari sektor 

jasa pendidikan pemerintah lebih rendah daripada 

20 sektor lainnya (tidak termasuk sektor jasa 

kesehatan pemerintah). Demikian pula karena 

forward linkage dari sektor jasa pendidikan dan 

sektor jasa kesehatan pemerintah lebih rendah 

daripada seluruh sektor lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan 

terhadap Nilai       tambah Bruto 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kenaikan investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan selama lima tahun berbanding lurus 

dengan nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto yang 

didapat dari investasi di sektor pendidikan dan 

kesehatan secara simultan dalam lima tahun (2009-

2013) sekitar 53,3 persen; dari investasi di sektor 

pendidikan secara parsial sekitar 54,7%; dan dari 

investasi di sektor kesehatan secara parsial sekitar 

48,0%.  

 

Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan 

terhadap Kebutuhan Impor (Import Content) 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kenaikan investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan selama lima tahun berbanding lurus 

dengan kebutuhan impor (import content). 

Kebutuhan impor (import content) yang didapat 

dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan dalam lima tahun (2009-2013) 

sekitar 5,2 persen; dari investasi di sektor 

pendidikan secara parsial sekitar 6,0%; dan dari 

investasi di sektor kesehatan secara parsial sekitar 

2,5%. Temuan ini mengindikasikan masih 

tingginya kebergantungan impor, baik karena 

produk dan/atau input produksi belum dapat 

dihasilkan di dalam negeri maupun karena 

harganya yang lebih rendah dari harga dalam 

negeri. 

 

Dampak Investasi Pendidikan dan Kesehatan 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan selama lima tahun berbanding lurus 

dengan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan 

tenaga kerja yang didapat dari investasi di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan dalam 

lima tahun (2009-2013) sekitar 20 orang untuk 

investasi sebesar 1 miliar rupiah; dari investasi di 

sektor pendidikan secara parsial sekitar 21 orang; 

dan dari investasi di sektor kesehatan secara parsial 

sekitar 15 orang. Diperlukan investasi di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan sebesar 

Rp 52,0 juta untuk menyerap satu orang tenaga 

kerja; dari investasi di sektor pendidikan secara 

parsial diperlukan sebesar Rp 48,9 juta; dan dari 

investasi di sektor kesehatan secara parsial 

diperlukan sebesar Rp 68,4 juta. Ini berarti 

investasi di sektor kesehatan termasuk kapital 

intensif. Untuk penyerapan tenaga kerja, 

dibutuhkan investasi di sektor kesehatan 1,4 kali 

lebih banyak daripada di sektor pendidikan. 

 

Backward dan Forward Linkage dari Sektor 

Jasa Pendidikan dan 

Kesehatan Pemerintah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor 

jasa pendidikan pemerintah mempunyai backward 

linkage yang lebih tinggi yakni 0,9960 daripada 

forward linkage yakni 0,6129. Demikian juga 

backward linkage sektor jasa kesehatan pemerintah 

sebesar 1,1082 lebih tinggi daripada forward 

linkage yakni 0.6155. Forward dan backward 

linkage sektor jasa kesehatan pemerintah lebih 

tinggi daripada sektor jasa pendidikan pemerintah. 

Backward linkage sektor jasa kesehatan pemerintah 

lebih rendah daripada 7 sektor lainnya, sedangkan 

sektor jasa pendidikan pemerintah lebih rendah 

daripada 20 sektor lainnya. Adapun forward 

linkage dari sektor jasa pendidikan dan kesehatan 

pemerintah lebih rendah daripada seluruh sektor 

lainnya. Temuan ini mengindikasikan masih 

rendahnya backward dan forward linkage dari jasa 

pendidikan dan kesehatan pemerintah, terutama 

dari jasa pendidikan pemerintah.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Dampak investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap nilai tambah 

bruto dalam kurun waktu 2009-2013 mengikuti 

besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan.  

 Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan dan 

parsial berdampak pada meningkatnya nilai tambah 

bruto.  

 Nilai tambah bruto yang didapat dari investasi 

di kedua sektor tersebut secara simultan lebih 

rendah daripada nilai tambah bruto dari investasi di 

sektor pendidikan secara parsial, namun lebih 

tinggi daripada nilai tambah bruto dari investasi di 

sektor kesehatan secara parsial.  
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 Demikian pula halnya dengan dampak 

investasi pemerintah terhadap upah dan gaji serta 

penyusutan. Mengenai dampak terhadap surplus 

usaha adalah nol, karena pemerintah tidak 

mengambil untung untuk usaha pendidikan dan 

kesehatan. Juga mengenai pajak tak langsung 

adalah nol karena pemerintah membebaskan pajak 

untuk usaha pendidikan dan kesehatan.  

Dampak investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap import content 

(kebutuhan impor) dalam kurun waktu 2009-2013 

mengikuti besarnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan.  

Meningkatnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara simultan dan 

parsial berdampak pada meningkatnya import 

content. Investasi pemerintah di sektor pendidikan 

dan kesehatan, baik secara simultan maupun 

parsial, belum memadai untuk mengurangi import 

content karena masih tingginya kebergantungan 

impor.  

Dampak investasi sektor pendidikan dan 

kesehatan secara simultan terhadap import content 

lebih rendah daripada dampak investasi di sektor 

pendidikan secara parsial, namun lebih tinggi 

daripada dampak investasi di sektor kesehatan 

secara parsial. Hal ini dapat dipahami mengingat 

adanya muatan impor jasa pendidikan ke luar 

negeri dan muatan impor alat-alat kesehatan.  

Dampak investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap penyerapan 

tenaga kerja dalam kurun waktu 2009-2013 

mengikuti besarnya investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya investasi 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

secara simultan dan parsial berdampak pada 

meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Dampak 

investasi sektor pendidikan dan kesehatan terhadap 

penyerapan tenaga kerja secara simultan lebih 

rendah daripada dampak investasi di sektor 

pendidikan secara parsial, namun lebih tinggi 

daripada dampak investasi di sektor kesehatan 

secara parsial. 

Backward linkage dan forward linkage dari 

sektor jasa pendidikan pemerintah lebih rendah 

daripada sektor jasa kesehatan pemerintah. 

Backward linkage dari sektor jasa kesehatan 

pemerintah tergolong tinggi, sementara forward 

linkage-nya tergolong rendah. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa walaupun sektor jasa 

kesehatan pemerintah mempunyai kemampuan 

yang tinggi untuk menarik sektor-sektor lain 

sebagai penyedia input, namun kemampuannya 

masih rendah untuk mendorong sektor-sektor lain 

sebagai pengguna output, karena kurang sesuainya 

jasa kesehatan yang dihasilkan dengan kualitas 

yang diharapkan oleh pelaku sektor-sektor 

produksi. Sedangkan backward dan forward 

linkage dari sektor jasa pendidikan pemerintah 

tergolong rendah yang berarti sektor jasa 

pendidikan pemerintah mempunyai kemampuan 

yang rendah untuk menarik sektor-sektor lain 

sebagai penyedia input dan mendorong sektor-

sektor lain sebagai pengguna output. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa jasa pendidikan 

pemerintah memiliki link and match yang masih 

rendah terhadap sektor-sektor ekonomi karena 

belum sesuainya pendidikan yang dihasilkan 

dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor-

sektor ekonomi dalam pembangunan. 

 

Saran-Saran 

Disarankan kepada pemerintah untuk 

memperbesar investasi pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan, 

baik secara simultan maupun parsial, sekaligus 

memperbesar efektivitas dan efisiensinya, agar 

dampaknya terhadap nilai tambah bruto dan 

penyerapan tenaga kerja dapat terus ditingkatkan.  

Adapun dampaknya terhadap import content, 

disarankan kepada pemerintah agar menetapkan 

kebijakan yang mengurangi tingkat ketergantungan 

terhadap impor, baik pada sektor produksi maupun 

konsumsi. Demikian pula untuk memperbesar 

alokasi investasi pada angkatan kerja yang tersedia 

dan secara terus-menerus mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensinya.  

Disarankan pula kepada pemerintah agar 

secara sinergis mengintegrasikan program 

peningkatan investasi dengan peningkatan 

backward dan forward linkage dari jasa pendidikan 

dan kesehatan pemerintah. Secara operasional, 

pemerintah disarankan agar memperluas 

aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pendidikan 

dan kesehatan pemerintah, mendorong minat 

masyarakat menengah-atas dan minat sektor swasta 

untuk menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan 

pemerintah, serta sekaligus meningkatkan 

ketersediaan dan kualitas jasa pendidikan dan 

kesehatan pemerintah.  

Selain itu disarankan kepada pemerintah pusat 

dan daerah untuk memanfaatkan model input-

output perencanaan pembangunan nasional dan 

daerah dan meningkatkan kemampuan aparaturnya 

dalam menggunakan dan menganalisis tabel input-

output. Disarankan pula untuk mengalokasikan 

anggaran kepada BPS pusat dan daerah agar BPS 

dapat menerbitkan tabel input-output nasional dan 

regional setahun sekali secara kontinu. Demikian 

pula agar BPS dapat menerbitkan tabel input-

output bilateral antara Indonesia dengan negara-

negara importir dan eksportir utama lainnya, selain 



Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Juni 2016 

Copyright @ 2016, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur 

___________________________________________________________________________ 

129 

 

Jepang, yang penting dalam analisis neraca 

perdagangan internasional serta tabel input-output 

antar daerah. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 

untuk meneliti tentang peran subsidi pemerintah, 

sistem asuransi pendidikan dan kesehatan, serta 

teknologi informasi dalam memperkuat dampak 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap nilai tambah bruto, import 

content dan penyerapan tenaga kerja serta 

meningkatkan backward dan forward linkage dari 

sektor jasa pendidikan dan kesehatan pemerintah. 

Demikian pula untuk meneliti tentang dampak 

investasi pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap nilai tambah bruto, import 

content dan penyerapan tenaga kerja di daerah dan 

antar daerah. 
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